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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka ada 

beberapa hal yang pokok yang dapat di simpulkan oleh penulis sebagai berikut: 

6.1.1 Persiapan Coklit 

Melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, 

dan masyarakat luas di tigkat desa/kelurahan mengenai kegiatan 

pemutakhiran daftr pemilih. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 

(PPDP) telah dibentuk; Bersama-sama PPDP mengikut Bimbingan Teknis/Bimtek 

pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh PPK; 

Memastian PPDP telah mengerti dan memahami ketentuan dan SOP; 

Memastian telah menerima data pemilih per TPS (Model A-KWK) dalam 

bentuk soft copy dan hard copy beserta seluruh dokumen pemutakhiran 

data pemilih sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. 

6.1.2 Pelaksanaan Coklit 

Yang melaksanakan tugas Coklit adalah PANTARLIH, namun demikian 

PPS memiliki tugas dan kewajiban untuk memastikan PANTARLIH bekerja 

dengan baik dan tepat waktu. Oleh sebab itu PPS perlu melakukan koordinasi 

dengan PANTARLIH pada setiap tahapan kerja PANTARLIH. Koordinasi 

dilakukan sebanyak 4 tahap yakni: 7 hari pertama, 7 hari kedua, 7 hari ketiga, dan 

7 hari keempat coklit. Aktifitas yang dilakukan oleh PPS dalam berkoordinasi 
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dengan PANTARLIH 

6.1.3 Pelaporan hasil Coklit 

PPS  dalam  menerima  hasil  Coklit  Pantarlih  melakukan  kegiatan 

mengecek  kelengkapan  dokumen  hasil  Coklit Pantarlih,  memeriksa  kesesuaian  

pengisian  hasil  Coklit Pantarlih dan  memeriksa  kesesuaian  jumlah  antara  

hasil  Coklit Pantarlih  dengan  rekapitulasi  hasil  Coklit. Apabila terdapat hasil 

Coklit Pantarlih yang tidak lengkap dan/atau  tidak  sesuai,  PPS  meminta  

Pantarlih  untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit. PPS  menyusun  

Daftar  Pemilih  Hasil  Pemutakhiran berdasarkan  hasil  Coklit  yang  

disampaikan  oleh Pantarlih. PPS mengumpulkan hasil coklit Pantarlih setelah 

proses coklit selesai 

6.1.4 Penyusunan Daftar Pemilih Hasil pemutakhiran 

Buka soft copy Daftar Pemilih (Model A-KWK) yang diberikan oleh KPU/ 

KIP Kabupaten/Kota dan sandingkan dengan hard copy Model A-KWK dan 

Model AA-KWK dari PPDP yang sudah dicoklit. Pastikan identias TPS antara 

Microsof Excel dengan TPS hasil coklit sama. Buka sof fie Model A.B-KWK 

Lakukan entry data pemilih yang disaring karena Tidak Memenuhi Syarat 

(TMS) berdasarkan hasil coklit dari PPDP. 

6.1.5 Pleno Rekapitulasi Daftr Pemilih Hasil Pemutakhiran 

PPS melakukan rapat pleno rekapitulasi daftr pemilih hasil pemutakhiran 

paling lambat 3 hari setelah penyusunan daftr pemilih hasil pemutakhiran 

selesai dilaksanakan. 

PPS mengundang Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), tim kampanye 



3 

 

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pemantau 

pemilihan atau tokoh masyarakat dalam rapat pleno rekapitulasi daftr 

pemilih hasil pemutakhiran PPS memperbaiki daftr pemilih hasil pemutakhiran 

jika terdapat usulan perbaikan dari PPL atau ti kampanye pasangan calon yang 

disertai dengan bukt yang kuat. Ketua dan Anggota PPS menandatangani dan 

membubuhkan stempel basah berita acara rapat pleno rekapitulasi daftr pemilih 

hasilpemutakhiran. 

PPS memberikan berita acara (BA) rapat pleno dan rekapitulasi daftr 

pemilih hasil pemutakhiran (Model A.1.1-KWK) kepada PPK, KPU/KIP 

Kabupaten/Kota, PPL, dan/atau ti kampanye pasangan calon. 

6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas maka di sarankan bahwa: 

6.2.1 Bagi Komisi Pemilihan Umum 

  Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mengoptimalisasikan peran dan 

fungsinya dalam mendorong KPU untuk selalu bisa meningkatkan kualitas pemilu 

dengan meningkatkan partisipasi pemilih. 

  KPU Kabupaten Nagekeo diharapakan lebih meningkatkan sosialisasi pemilu 

sampai ketingkat desa secara merata, agar seluruh masyarakat bisa merasakan dan 

mengetahui secara langsung informasi tentang pemilu. 

  Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat harus memberikan pendidikan 

politik secara maksimal dan terbuka kepada masyarakat secara langsung terkait 

pemilu. 
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  Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo terutama pemilih pemula kita 

harus memiliki kesadaran secara penuh untuk mensukseskan pemilu. 
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